BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Menimbang

KINERJA PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan dimana setiap instansi
pemerintah  diwajibkan untuk melakukan
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan,
pengendalian pelaksanaan sesuai Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan, serta jenis belanja sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing;

. bahwa dalam melaksanakan pengendalian dan

evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban
Kementerian/Lembaga yang telah dilaksanakan
perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam
pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional tentang Petunjuk Teknis
Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja
pada Badan Standardisasi Nasional;



Mengingat

Memperhatikan

BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008
tentang Pengangkatan Kepala Badan
Standardisasi Nasional;

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi
Nasional;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
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Menetapkan

BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS MONITORING
DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PADA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan
Kinerja  pada Badan Standardisasi Nasional untuk
selanjutnya disebut Juknis Monev dan Pelaporan Kinerja
BSN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Juknis Monev dan Pelaporan Kinerja BSN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan dan acuan
bagi setiap unit kerja di lingkungan BSN dalam

melaksanakan Monev dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

e

BAMBANG SETIADI

LAMPIRANI. ..
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

<l =
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 4 Tahun 2012

TANGGAL : 26 Maret 2012

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP No. 39
Tahun 2006) ditegaskan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
nasional yang sudah direncanakan, diundangkan serta dilaksanakan oleh
seluruh instansi yang tersebar di wilayah nusantara harus dilakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. PP No.39 Tahun 2006 merupakan
kebijakan penting yang dikeluarkan mengingat selama ini format monitoring
dan evaluasi (monev) di tingkat instansi pemerintah (pusat dan daerah) sangat
beragam, sehingga kondisi tersebut mempersulit evaluasi pelaksanaan atas
program-program pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis ini dapat memberikan panduan
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja yang

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporannya.

1.2. Maksud dan Tujuan
Petunjuk teknis ini merupakan acuan yang digunakan oleh unit kerja di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang menggunakan dana dari
APBN untuk melaporkan kinerjanya sesuai PP No.39 Tahun 2006 dapat
dilaksanakan secara benar.

Petunjuk. ...
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